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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah 

dalam mewujudkan hak akses dan hak kelola terhadap kawasan hutan 

bagi masyarakat sekitar hutan yang pada akhirnya memberikan 

distribusi keuntungan bagi masyarakat (Suharjito dan Darusman, 1998). 

Beberapa skema perhutanan sosial telah ditawarkan dimana salah 

satunya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Kemasyarakatan 

(HKm) adalah Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan 

untuk memberdayakan Masyarakat (KLHK, 2016). HKm juga 

merupakan pemberdayaan dan pemberian kepercayaan kepada 

masyarakat setempat yang tinggal didalam sekitar kawasan hutan untuk 

mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan 

pengetahuan sehinga kelestarian sumberdaya hutan dapat 

dipertahankan. HKm ditetapkan oleh pemerintah pada masing-masing 

wilayah.  

Pelaksanaan HKm secara nasional telah dikembangkan pada 22 

Provinsi dengan luas keseluruhan sekitar 448.217 Ha yang terdiri dari 

areal usulan penetapan wilayah HKm (162.112,91 Ha), areal 

pembangunan HKm (208.327 Ha), areal kerja sosial forestry (55.420 

Ha) dan areal yang diberi izin sementara (62,357 Ha) (Nandini, 2013). 

Total kelompok masyarakat yang terlibat pada kegiatan HKm adalah 

515 kelompok (Media DAS,2007). Salah satu provinsi yang telah 

melaksanakan HKm adalah Provinsi Sulawesi Barat. Hutan 

Kemasyarakatan tesebut di kelola oleh KTH Bura Sendana berdasarkan 

Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 

8529/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tanggal 10 Agustus 

2018, dengan luas kelola 50,62 Ha.  

Pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Tallambalao 

Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene belum 
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menunjukkan manfaat yang signifikan khususnya pada masyarakat 

pengelola disekitar lokasi. Banyak hal yang diduga menjadi faktor 

penyebab belum maksimalnya pengelolaan dan manfaat yang diperoleh 

oleh masyarakat pengelola berupa kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang konsep hutan kemasyarakatan termasuk program-program 

pengelolaan di dalamnya. Zainal (2007) mengemukakan bahwa 

beberapa faktor yang menyebabkan belum berhasilnya pelaksanaan 

HKm untuk dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan antara 

lain adalah luas garapan yang tidak sesuai dengan jumlah peserta, sistem 

usaha tani yang masih sederhana dan subsistem, kemampuan swadaya 

masyarakat yang relatif kecil karena hasilnya kurang bagus dan lebih 

cenderung ke tanaman semusim, belum ada jaminan kepastian hukum 

dan kepastian usaha dari pemerintah, serta pengelolaan masih on farm 

dan belum memperhatikan input pasca panen dan pemasaran sehingga 

nilai tambah kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian Nandini (2013) 

mengatakan bahwa faktor pembatas dari aspek teknik yang 

menyebabkan kondisi HKm di hutan produksi berada dalam kondisi 

sedang adalah kondisi biofisik dan kondisi tanaman, faktor pembatas 

kelembagaan adalah sistem pengelolaan kelembagaan, sedangkan 

faktor pembatas ekonomi adalah potensi ekonomi Hkm.  

Untuk mengetahui implementasi pengelolaan HKm di KTH 

Bura Sendana Desa Tallambalao Kecamatan Tammerodo Sendana 

perlu dilakukan kajian termasuk untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pengelolaan 

tersebut. Hasil studi dapat dijadikan sebagai suatu bentuk evaluasi dan 

pertimbangan dalam perumusan program pengelolaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari berbagai permasalahan pada latar belakang di atas maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengetahuan 

Masyarakat Terkait Perhutanan Sosial di Desa Tallambalao Kecamatan 

Tammerodo Sendana? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini ingin mengetahui Pengetahuan 

Masyarakat Terkait Perhutanan Sosial di Desa Tallambalao Kecamatan 

Tammerodo Sendana. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dasar 

mengenai pengetahuan masyarakat terkait perhutanan sosial di Desa 

Tallambalao Kecamatan Tammerodo Sendana. 

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dengan pembaharuan data 

tentang pengetahuan masyarakat terkait perhutanan sosial di Desa 

Tallambalao Kecamatan Tammerodo Sendana. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam 

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar kawasan hutan 

dalam memanfatkan hutan lindung. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Tallambalao dapat 

disimpulkan bahwa terdapat lima pengetahuan yang menjadi terhadap 

pengelolaan HKm yaitu pengetahuan masyarakat tentang konsep (HKm), 

pengetahuan tentang syarat dan proses pengajuan HKm, pengetahuan tentang 

hak dan kewajiban dalam pengelolaan, pengetahuan tentang kegiatan yang 

diperbolehkan dan pengetahuan tantang manfaat HKm bagi masyarakat dari segi 

ekonomi, sosial dan ekologi.  

6.2 Saran 

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan 

kepada masyarakat agar pemahaman tentang hak, kewajiban, serta 

kegiatan yang diperbolehkan dalam pengelolaan HKm semakin 

meningkat. 

2. Masyarakat didorong untuk tidak hanya fokus pada manfaat 

ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan agar 

pengelolaan HKm tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat 

jangka panjang 
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